
GUBERNUR GORONTALO
PERATURANGUBERNUR GORONTALO

NOMOR 43.a TAHUN2016

TENTANG

PERUBAHANKEDUAATASPERATURANGUBERNUR GORONTALONOMOR 1
TAHUN2016 TENTANG TUNJANGANKINERJA DAERAH

PROVINSIGORONTALOTAHUNANGGARAN2016

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerlntah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
dan Pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Pemerlntah Daerah
dapat memberlkan tambahan penghasilan berdasarkan
pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah dengan persetujuan DPRD;

b. bahwa terhadap Peraturan Gubemur Gorontalo Nomor 1 Tahun
2016 perlu diubah karena menyesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Gubemur Gorontalo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubemur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tunjangan
Kinerja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerlksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
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Negara Republlik Indonesia Tabun 2004 Nomor 66, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 55~7);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976
tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3093);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 15,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4263);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tabun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5258);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;



Menetapkan:

14. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun
2006 Nomor 03 Seri E);

15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun 2015 Nomor 13);

16. Peraturan Gubemur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran
2016 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 01);

17. Peraturan Gubemur Gorontalo Nomor 14 Tahun 2016 ten tang
Perubahan Atas Peraturan Gubemur Gorontalo Nomor 1 Tahun
2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun
2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

PERATURANGUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURANGUBERNUR GORONTALONOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI
GORONTALOTAHUN ANGGARAN2016

Pasal 1
Ketentuan dalam Peraturan Gubemur Gorontalo Nomor 1 Tahun
2016 tentang Tunjangan Kinezja Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun 2016 Nomor 1), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal15
(1) TKD dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA)masing-masing SKPD.

(2) TKD dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
setelah masa penilaian kinerja dengan melampirkan daftar
pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (5).

(3) Dihapus.
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Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Gorontalo.

WINARNI D.

2016
SI GORONTALO,

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 43';~
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